
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar. 

a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah dan sejalan dengan ditetapkannya 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Walikota Makassar 
Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar tidak sesuai 
lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
sehingga perlu ditinjau dan ditetapkan kembali; 

Menimbang 

WALIKOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 57 TAHUN 
2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

KOTA MAKASSAR 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 28 TAHUN 2018 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
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Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota 

dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

11. Peraturan 
Perubahan 
Makassar 
(Lembaran 
193); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umurn, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinajaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keunagan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daearah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5351); 



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar diubah 
sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 124 ayat (6), (7}, (8}, diubah dan menambah ayat baru yaitu 

ayat (9) dan (10) sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasall 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 57 TAHUN 
2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

32. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2014 nomor 57). 

31. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota 
Makassar Tahun 2016 Nomor 8). 

30. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Makassar (Lembaran daerah Kota Makassar Tahun 2009 
Nomor 4); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keunagan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keunagan Daerah 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan 
APBN; 

25. Peraturan Presiden Nomor 16 .Tahun 2018 ten tang Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5272); 
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Pasal 124 

(1) SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a dipergunakan 
untuk mengisi Uang Persediaan (UP) pada setiap SKPD. 

(2) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan sekali 
dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, selanjutnya untuk mengisi saldo uang 
persediaan menggunakan SPP-GU. 

(3) Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui 
PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan. 

(4) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Surat pengantar SPP-UP; 
b. Ringkasan SPP-UP; 
c. Rincian SPP-UP; 
d. Salinan SPD; 
e. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang 

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan 
selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;dan 

f. Lampiran lain yang diperlukan . 
(5) Ketentuan batas jumlah SPP-UP untuk masing-masing SKPD diatur dalam 

Keputusan Walikota. 
(6) Uang Persediaan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran belanja 

dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 
tiap rincian objek belanja atau untuk setiap penyedia barang/jasa. 

(7) Selain untuk pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), uang 
persediaan juga dapat diberikan untuk pengeluaran belanja dengan lebih dari 
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak dapat dibayarkan melalui 
pembayaran langsung (SPP-LS). 

(8) Pengeluaran belanja dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah) yang tidak dapat dibayarkan melalui pembayaran langsung (SPP-LS} 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi pengeluaran untuk belanja: 
a. Pembebasan tanah dan bangunan; 
b. Pembayaran untuk keperluan telepon, air, listrik dan gas serta surat 

kabar / majalah; 
c. Pembayaran belanja perangko, materai dan benda pos lainnya; 
d. Pembayaran untuk kegiatan yang bersifat protokoler dan belanja rumah 

tangga; 
e. Pembayaran untuk keperluan pameran dan promosi diluar Kota Makassar; 
f. Pembayaran biaya perjalanan dinas, biaya kontribusi, belanja kursus­ 

kursus singkat/ pelatihan dan belanja bimbingan teknis serta belanja 
sertifikasi; 

g. Pembayaran honorarium Pegawai Negeri Sipil, jasa/honorarium Non Pegawai 
Negeri Sipil, jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/ dan biaya 
tansportasi; 

h. Pembayaran bahan makanan dan minuman untuk keperluan pasca 
bencana; 

1. Pembayaran belanja alat/bahan tanggap darurat; 
j. Pembayaran belanja paket/ pengiriman; 
k. Pembayaran belanjajasa izin senajata api; 
1. Pembayaran belanja jasa pajak bumi dan bangunan, jasa retribusi 

kebersihan, jasa KIR dan STNK, serta belanja surat izin mengemudi khusus 
alat angkutan berat; 

m. Pembayaran belanja jasa medik, belanja barang dan jasa dana kesehatan 
gratis, dana bantuan operasi kesehatan, dana kapitasi JKN, BOS dan BLUD; 

n. Pembayaran uang yang diberikan kepada masyarakat; 
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BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

Pj. SEKRET AH KOTA MAKASSAR, 

A.NAISYAH T. AZIKIN 

MOH.RAMDHANPOMANTO 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 

WALIKOTA MAKASSAR, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

 10) Tata cara pengeluaran belanja melalui mekanisme non tunai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) diatur dalam peraturan tersendiri. 

(9) Pengeluaran belanja yang menggunakan uang persediaan dibayarkan melalui 
mekanisme tunai dan atau non tunai. 

o. Pembayaran belanja beasiswa tugas belajar S2/S3, belanja dana penunjang 
pendidikan IPDN, serta belanja bantuan pendidikan izin belajar PNS. 

p. Pembayaran keikutsertaan pemerintah daerah dalam suatu organisasi. 

TTD

TTD

28

6 September 2018

6 September 2018


